
BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTANSELATAN

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANAHLAUTNOMOR81 TAHUN2020
TENTANGPERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATITANAHLAUT

NOMOR11 TAHUN2020 TENTANGTATACARAPEMBAGIANDANPENETAPAN
RINCIANDANADESASETIAPDESADI KABUPATENTANAHLAUT

TAHUNANGGARAN2020

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANAHLAUT,

: a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020
perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Vi7US Disease 2019
(COVID-19)dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
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Undang-UndangDarurat Nomor3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 1959Nomor72, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 15Tahun 2019 tentang
Perubahan AtasUndang-UndangNomor12Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran
RepublikIndonesia 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5601);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) danZatau Dalam Rangka Menghadapi
AncamanYangMembahayakan PerekonomianNasional
danIatau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor
6485);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6321);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor158);

9. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor1037);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor89);

11.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor611);

12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor632);

13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/
PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor50/PMK.07/2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan lDana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
500);
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07.2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Dan /Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perkonomian Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
886);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 ten tang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
Nomor 32);

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020
Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAijAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 81 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATITANAHLAUTNOMOR 11 TAHUN2020 TENTANG
TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATENTANAHLAUTTAHUN
ANGGARAN2020.

Menetapkan
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun
2020 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1),ayat (2),dan ayat (3)diubah, sehingga Pasal
11berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati
dengan ketentuan:
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
b. tahap II tanpa dokumenpersyaratan; dan
c. tahap IIIberupa:

1) peraturan Desa mengenai APBDes darr/atau APBDes
perubahan; dan

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian
keluaran.

(4) Bupati melalui DPMDmelakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dengan
kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)dan ayat (3).

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Bupati melalui DPMD menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Desayang layak salur kepada BPKAD.

(6) BPKADmeneruskan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa
yang layak salur sebagaimanadimaksud pada ayat (5)kepada Kepala
KPPNselaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa setiap
minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud padd ayat (3)
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa
menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui
DPMDuntuk dilakukan pemuktahiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian
DalamNegeri.
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(9) Tanpa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud p da ayat (1)
huruf a dan huruf b Desa tidak menyampaikan dokumen
persyaratan kepada Bupati melalui Camat dan DPMD.

2. Ketentuan Pasal 15Aayat (1) dan ayat (2a) diubah, sehingga Pasal 15A
berbunyi sebagai berikut:

Pasal15A

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengganggarkan dan tidak
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13Aayat (2), dikenakan sanksi berupa penyaluran Dana Desa
tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50%
(limapuluh persen).

(2) Pelaksanaan kegiatan BLT Desa dituangkan dalam berita acara
pelaksanaan yang ditandatangani Kepala Desa, BPD, dan Unsur
Satuan Tugas atau RelawanDesa TanggapCOVID-19.

(2a) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah
Desa khusus/rnusyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLTDesa yang memenuhi kriteria danj'atau tidak
tersedia cukup anggaran per bulannya.

(2b) Hasil musyawarah Desa khusua/rnusyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang
diketahui oleh Camat.

(2c) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Kepala KPPNsebagai syarat Penyaluran Dana
Desa tahap III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal So ttl1ber ZO'W
BUPATITANA

H.DAHNIALKIFLI
BERITADAERAHKABUPATENTANAHLAUTTAHUN2020 NOMOR /~


